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PRAKATA

Segala puja dan puji atas rahmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim,
buku ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cukup
singkat, tersusun secara sederhana dengan kalimat yang sederhana
pula. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, dipahami dan
dipraktikkan oleh instansi terkait serta khususnya di kalangan
masyarakat Islam, baik di tingkat Masyarakat Kota dan Masyarakat
Desa, yang masih mendominasi menyelesaikan perkara warisan
dengan hukum adat dan hukum Negara, ada baiknya sebagi
pemeluk Islam wajib menyelesaikan Warisan secara Hukum Islam,
karena perintah yang wajib di kerjakan bagi yang mengaku Islam.

Kiranya buku ini dapat mengantar kepada pembaca dan
setiap orang yang memerlukannya, dengan penuh harapan semoga
dapat memperoleh tempat dalam hati pembacanya. Selain itu,
diharapkan pula sebagai sumbangsih bagi perkembangan hukum
Islam di Indonesia. Disadari bahwa buku ini tidak menampung
secara keseluruhan substansi Hukum Waris Islam di Indonesia,
sehingga akan menerima masukan dari pembaca.

Di samping itu, segala kritikan dan saran dalam rangka
penyempurnaan buku ini diterima dengan ucapan terima kasih.
Semoga Allah SWT, membalas dengan penuh berkah-Nya.
Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada Penerbit Eureka Media
Aksara yang bersedia menerbitkan buku ini.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1444.H/ 23 Maret 2023
Penulis,

Dr. Mustafa., S EM.M,,
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KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alakum wr wb.

Hukum waris sebetulnya sangat penting, setiap keluarga
membutuhkan, khususnya saat ada yang meninggal dan
meninggalkan warisan baik sedikit atau banyak. Diluar agama
Islam, silakan pakai aturan mereka tapi di keluarga muslim
mestinya pakai hukum Islam, agar mendapat pahala ketaatan.
Dalam agama Islam sudah dijelaskan dengan sangat jelas masing
masing dapat berapa persen utk bbrp kasus yang berbeda.
Sebetulnya tinggal pakai saja, tapi mungkin syaiton yang kadang
berbentuk manusia, menipu kita dengan bilang bahwa khukum
Islam dalam hal warisan itu tidak adil, tidak cocok lagi dengan
zaman sekarang, tidak modern, dsb.

Rasulullah SAW berdasar ilham dari Allah mengatakan
kepada para sahabat bahwa menjelang giyamat hukum Islam yang
akan ditinggalkan/diabaikan paling duluan adalah hukum waris.
Dengan melestarikan hukum waris bukan berarti kita tidak setuju
atau menunda terjadinya giyamat, karena giyamat pasti terjadi.

Tujuan kita belajar pembagian waris secara Islam adalah agar
kita bisa membagi waris dengan benar, agar kita bisa melakukan
sesuatu yang bernilai ibadah, yang berdasar ilmu, yang menjadi
bukti ketaatan, yang berarti juga pembagian waris yang kita
lakukan itu berpahala, bukan sembarangan, bukan asal ambil,
bukan sesuatu yang sia sia.

Buku ini adalah salah satu dari referensi yang bisa diacu
dalam kepentingan pembagian waris, disamping banyak buku
yang beredar, semoga pembaca akhirnya mampu melaksanakan
pembagian waris yang diridhai Allah SWT, berpahala, yang
membuat lega dan puas semuanya. Sesungguhnya kita wajib
memilih referensi, karena ilmu apapun bila diambil dari referensi
yg tidak benar, hasilnya tidak manfaat, sia sia, tidak berpahala,
mungkin malah berdosa, bahkan bisa menimbulkan petaka.

iv



Selamat membaca, memahami dan melaksanakan nya,
semoga Allah SWT memudahkan kita dalam pembagian waris,
yang bernilai beribadah, dan juga memudahkan kita dalam berbuat
kebaikan dan ketaatan, aamiin YRA.

Wassalamu’alaikum wr wb.

Ttd

Ir. R M. Soekrisno, M.Si. P.hd.



KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur penerbit panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja sama tim yang
baik, buku dengan judul ”"Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam
Islam” dapat terbit ke khalayak pembaca.

Buku ini berisi mengenai hukum waris menurut pandangan
Islam, orang yang berhak menerima harta warisan apabila ada salah
satu keluarga yang meninggal dunia, dan menejelaskan secara
terperinci tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Buku ini berisi
beberapa pembahasan yang lengkap, yaitu meliputi:

BAB 1 Ilmu Waris (Faraid)

BAB 2 Ahli Waris dalam Pandangan Islam
BAB 3 Ahli Waris dan Permasalahannya
BAB 4 Implementasi Pembagian Harta Waris
BAB 5 Pembagian Warisan dan Hikmahnya
BAB 6 Wasiat

Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan
membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.
Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan.

Purbalingga, Maret 2023
Penerbit
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TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan
disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan
Nomor: 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
{ alif tidak Tidak
ba dilambangkan dilambangkan
<
g b be
i ta te
sa t es (dengan titik di
< s atas)
jim .
d j "
ha’ ha (dengan titik di
C Kha' h bawah)
d kh ka dan ha
dal d
5 d €
) zal ' zet (dengan titik di
3 , z atas)
ra
B r er
) zai zet
3 z
sin es
v _ ® es dan ye
syin
g sy es (dengan titik di
sad s bawah)
g
dad d de (dengan titik di
¥ bawah)
ta ¢
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G M & &

cC b G

C v

4

¢

za
‘ain
gain
fa
qaf
kaf
lam
mim
nun
wau
ha’
hamz

ya

te (dengan titik di
bawah)

zet (dengan titik di
bawah)

koma terbalik di
atas
ge
ef
qi
ka
el
em
en
w
ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

83 s ditulis Muta’addidah
3ie ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
WS~ ditulis Hikmah
e ditulis ‘illah




(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab

yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat,

zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

;L,b:}?\ Z\A\Jf

ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah

dan dammabh ditulis t atau h

el 3185 ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
fathah Ditulis a
kasrah ditulis i
dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis a
dkalr ditulis Jahiliyyah
2 fathah + ya’ mati ditulis a
o ditulis Tansa
3 kasrah + ya’ mati ditulis i
£ JS ditulis Karim
4 dammah + wawu mati ditulis a
29 J_g ditulis Furud
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati ditulis ai
v-géoy, ditulis Bainakum
2
fathah + wawu mati
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J 53 ditulis au
ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrof

fF ditulis A’antum
('.g\\
s ditulis w'lddat
?Jg'“‘ oA ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan

huruf “al”
of ;53‘ ditulis al-Qur’an
)l ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf  Syamsiyyah ~ yang  mengikutinya, = dengan
menghilangkan huruf 1 (el) nya.

clendt ditulis as-Sama’

ditulis asy-Syams

!

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

29l g9 ditulis Zawi al-furid

ddt J,:J ditulis Ahl as-sunnah
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BAB
ILMU WARIS
(FARAID)

A. Pengertian Ilmu Waris

Hukum waris dalam Islam adalah merupakan suatu
kewajiban yang mengatur tentang perpindahan hak kebendaan
dan/atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris)
kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak
sama, tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum
antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini senada dengan
pendapat Zainuddin Ali yang mendefinisikan Hukum
Kewarisan Adalah.! Adalah Aturan yang mengatur pengalihan
harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli
warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi
ahli waris, porsinya dan/atau bagian masing-masing ahli waris,
menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang
yang meninggal. Sementara menurut Soepomo yang dikutip
oleh Eman Suparman mendefinisikan hukum waris secara
umum yaitu memuat aturan-aturan yang mengatur proses
meneruskan serta peralihan barang-barang harta benda dan
barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan
manusia kepada keturunannya.?

Dalam berbagai literature hukum Islam mawaris terdapat
beberapa istilah dalam hukum Islam seperti fikih mawarits, ilmu
faraidh serta hukum kewarisan, adapun kata mawaris dalam
bahasa arab bentuk jamak dari kata “mirats” yang artinya

1 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2009, hlm. 33.

2 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Peresfektif Islam, Adat, dan BW,
Bandung: Rafika Aditama, hlm. 2.



BAB

AHLI WARIS DALAM
PANDANGAN ISLAM

A. Ahli Waris Laki-Laki

Dalam ilmu waris jumlah waris sebanyak 25 orang yang
terdiri dari dua belah pihak. Apabila ke 25 orang tersebut ada
semua, maka yang mendapat warisan hanyalah lima (5) orang
saja, yang terdiri dari :

1. Laki-laki
Perempuan
Suami dan Istri
Bapak

Ibu

O LN

Apabila ini ada maka yang lain tidak dapat warisan
karena mahjub/terhalang. Ahli waris dzawil furudl ialah ahli
waris yang sudah ditentukan secara jelas besar kecilnya,
misalnya 1/2,1/3,%,1/6,1/8, 2/3. Sedang ahli waris Ashobah
ialah ahli waris yang belum tentu bagianya, mungkin menerima
semua harta atau tidak sama sekali. Adapun manfaat
mempelajari ilmu ini adalah menciptakan ketentraman hidup
dan suasana kekeluargaan yang harmonis dan menciptakan
keadilan dan mencegah konflik pertikaian dalam keluarga yang
dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah.

Sedangkan ahli wari laki-laki ada 15 orang, dan apabila
semuanya terkumpul yang dapat hanya 3 orang yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Suami
3. Bapak
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BAB

AHLI WARIS DAN
PERMASALAHANNYA

A. Ahli waris dan Fardhul Maqadhanah
1. Ahli Waris

Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu bentuk
kesempurnaannya, Islam mengatur kehidupan makhluk
hidup terutama manusia dengan demikian detail,
diantaranya ialah mengenai hukum waris dalam keluarga
yang dijelaskan oleh alQur’an dan al-Hadits yang diturunkan
melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup.
Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik
seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisannya.
Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara’idh, yang
artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam
kepada semua yang berhak menerimanya.>3

Sedangkan waris diartikan sebagai “Berpindahnya hak
atas kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu
berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak
milik legal secara syarak. Di dalam hukum waris Islam yang
dasar-dasar pokoknya terdapat di dalam Al-Qur'an dan
Hadis, tidak ditemukan adanya pasal tertentu yang
memberikan pengertian tentang hukum waris Islam.>
Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah

5 Wirjono prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung,
1991). him: 8

5 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum
Adat, Hukum Agama Hidindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
hlm: 8
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BAB

A.

88

IMPLEMENTASI
PEMBAGIAN HARTA
WARIS

Harta Peninggalan

Lafadz at-tarikah atau at-tirkah ialah masdar (nominal)
bermakna maf’ul (objek) yang berarti matrukah (sesuatu yang
ditinggalkan). Tirkah menurut bahasa, yaitu sesuatu yang
ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut
istilah, tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa
harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.

Dengan demikian, tirkah mencakup empat hal berikut:

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda
tidak bergerak.

2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak
monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari
suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya.
Termasuk juga hak kemanfaatan, seperti memanfaatkan
barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan
kebendaan, seperti hak syuf’ah (hak beli yang diutamakan
untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah,
pekarangan atau lain sebagainya, yang dijual oleh anggota
serikat yang lain atau tetangganya), dan hak khiyar, seperti
Khiyar syarat.

3. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal
dunia, seperti khamar yang telah menjadi cuka setelah ia
wafat, dan jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah
ia meninggal dunia. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli
waris mayit.

4. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang
melakukan pembunuhan karena khilaf. Hal ini sesuai dengan



BAB PEMBAGIAN

WARISAN DAN
HIKMAHNYA

A. Hukum Kewarisan dalam Perspektif Ulama

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang tidak boleh
lepas dari kehidupan masyarakat muslim terutama umat islam
di Indonesia yang mayoritas, sehingga lahir UU KHI merupakan
salah satu terakomodirnya Hukum Islam di Negara Repoblik
Indonesia yang menganut system demokrasi. Salah satu yang di
bahas di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum
kewarisan yang merupakan suatu rangkaian yang terpadu yang
berhubungan dengan aspek pengaturan harta warisan seperti
halnya dalam bidang hukum Islam lainnya. Hukum kewarisan
juga banyak perbedaan, interprestasi dikalangan ahli figih
(Fugoha). Seperti pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan
Hambali dan golongan syiah, terakhir pendapat atau ajaran
Hazairin yang merupakan pendapat baru di Indonesia. Namun
pada pokoknya hanya sebagian besar terbagi yaitu pendapat
Ahlus Sunnah disatu pihak dan Hazairin di lain pihak. Dari dua
golongan tersebut, Madzhab Ahlus Sunnah inklusif madzhab
Syafi'i telah lama dianut dan berkembang di Indonesia
kemudian muncul pendapat baru yang berbeda dengan
madzhab Syafi’i yaitu pendapat Hazairin.

Pada buku yang tipis ini kita mencoba mengulas kembali
pendapat para fukaha mengenai kewarisan dalam Islam, apakah
hukumnya wajib atau harus atau tidak, sehingga umat Islam
bisa menentukan sikap dan menonjolkan kepribadian sebagai
seorang muslim jika hukum kewarisan dalam isalam di
wajibkan, tidak ada alasan bagi kaum muslimin di Indonesia
menyelesaikan harta waris dengan hukum diluar agama Islam.
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BAB
WASIAT

A. Pengertian dan Hikmah Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu al-wasiyyah
yang artinya pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk
melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat
masih hidup maupun setelah wafat.13* Secara bahasa kata wasiat
artinya berpesan, menetapkan memerintah, mewajibkan dan
mensyariatkan.!®® Wasiat berarti pesan, baik berupa harta
maupun lainnya.136

Wasiat berasal dari kata (239 yang artinya

menyampaikan.” Wasiat adalah iishaa™ (sl memberikan

pesan, perintah, pengampuan, perwalian) dan secara etimologi
diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan
suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah
meninggalnya.’3® Wasiat adalah berderma dengan harta setelah
meninggal atau perintah untuk mengurusi sesuatu

134Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, 1996, hIm. 1926.

135 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4,
2001, hlm. 183.

136 Syaikh Kamil Muhammad ,, Uwaidah, Al-Jami* fii Fighi An-Nisa“, Terjemahan M.
Abdul Ghoffar E.M, Figih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 520.

137 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta:
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LAMPIRAN

Lampiran: Pasal-Pasal Hukum Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam

BUKU II
HUKUM KEWARISAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan
beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris
baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya.

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada
orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris
meninggal dunia.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa
imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup
untuk dimiliki.
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h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua
angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS
Pasal 172
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari
Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian,
sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum
di\ewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih
berat.

Pasal 174
1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki,
saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
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Pasal 175
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah
selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan,
perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih
piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban
pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta
peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN
Pasal 176
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh
bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt
dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak
meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam
bagian. *

Pasal 178
1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara
atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh
janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.
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Pasal 179
Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak
meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka
duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak
meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka
janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah,
maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-
masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang
atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah,
sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau
seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan
kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-
sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan
tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau
seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan
saudara perempuan.

Pasal 183
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian
dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari
bagiannya.

Pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu
melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat
wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.
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Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173. * Berdasarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal
tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagfian bila pewaris
tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu,
bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak
ibunya.

Pasal 187
1. bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan,
maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris
dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian
harta warisan dengan tugas:

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa
benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian
disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu
dinilai harganya dengan uang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris
sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, danc.

2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta
warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan
dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk
melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris
yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan
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dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk
dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang
luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan
kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak
dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang
bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut
dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan
cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai
dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190
Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-
masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah
tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris
adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191
Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau
ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta
tersebut atas putusan Pengadilan Agama  diserahkan
penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam
dan kesejahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD
Pasal 192
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli
warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang
lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan
sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta
warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.
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Pasal 193
Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli
waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih
kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah,
maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu
sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi
berimbang di antara mereka.

BABV
WASIAT
Pasal 194

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,
berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan
sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari
pewasiat.

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal
dunia. Pasal 195 (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan
dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau
dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-
banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua
ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila
disetujui oleh semua ahli waris.

4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat
secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan
dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196
Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus
disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa
yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197
1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dihukum karena:
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a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh
atau menganiaya berat kepada pewasiat;

b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan
pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu
kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat;

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah
wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

b. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau
memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk
menerima wasiat itu:

a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal
dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk
menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah
menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal
sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198
Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun
pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima
wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah
menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan
disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan
oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat
terdahulu dibuat secara lisan.
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3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut
dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau
berdasarkan akte Notaris.

4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat
dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena
suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang
terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat
hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan
sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat
hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan
sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat
menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203
1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka
penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di
tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
2. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199
maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali
kepada pewasiat.

Pasal 204
1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup
dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli
waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita
acara pembukaan surat wasiat itu.
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2. Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris
maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat
atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris
atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana
ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka
oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada
penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang
termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah
pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam
kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan
seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206
Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut
dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau
mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di
hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua
orang saksi.

Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan
pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang
memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit
sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas
untuk membalas jasa.

Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat
akte tersebut.

Pasal 209
1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176
sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap
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orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak
angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.

BAB VI
HIBAH
Pasal 210
1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain
atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari
penghibah.

Pasal 211
Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan
sebagai warisan.

Pasal 212
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua
kepada anaknya.

Pasal 213
Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam
keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat
persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat
membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik
Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan
ketentuan pasal-pasal ini.
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